WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas,
transparansi, persaingan bebas, bersaing, adil dan
akuntabel dalam pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;

bahwa Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
Kota Tidore Kepulauan, sudah tidak sesuai dengan kondisi
dan perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan saat ini,
sehingga perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Tidore
Kepulauan;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten
Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi
Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4264);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan  Kepala Lembaga  Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit
Layanan Pengadaan,;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 29
Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, diubah sebagai
berikut:

Ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dijabat
oleh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Tidore
Kepulauan, yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang —
undangan yang berlaku.

(2) Kepala ULP mempunyai fungsi pengkoordinasian dan fasilitiasi pelaksanaan
pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Kepala ULP dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai tugas :

a. Memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa yang dilimpahkan ke ULP dari masing-masing SKPD/Unit
Kerja;

b. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP;

c. Menjamin keamanan dokumen pengadaan di luar aplikasi LPSE;

d. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia di
ULP;

e. Melaksanakan tugas yang diberikan PA/KPA terkait dengan pelaksanaan
pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya

f. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM di ULP;

g. Mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota pokja ULP
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan

h. Melaporkan pelaksanaan tugas pengadaan barang/jasa kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore
Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 16 Maret 2016

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,
ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 16 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

i

ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2016 NOMOR 337.



